
105 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

A. Buku 

Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, 2004 Bandung: Citra 

Aditya Bakti 

Abu Daud Busroh,dkk,.Asas-Asas Hukum Tata Negara, Jakarta, 1985. 

Ahmad Sukardja, hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam 

Persfektif fiqh siyasah. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) 

Al. Wisnu Broto, Hakim Dan Peradilan Di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian), 

Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1997 

Andi Mustari Pide, Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI. 

Jakarta,1999 

Ahsin Thohari, Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan, Elsam, Jakarta, 2004. 

Bagir Manan, Dasar-Dasar Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Bandung. 

1994. 

Bambang Waluyo, Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, Sinar 

Grafika, Jakarta 2007. 

Dasril Radjab, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta, 1994. 

Djoko Sumaryanto, Pembalikan Beban Pembuktian, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2009. 

Dr. H. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum. Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia. 

Jakarta 2013. 



106 
 

 
 

E.C.S Wade dan G. Godfrey Phillips, Constitutional Law: An Outline of the law and 

practice of the constitution, Including Central and Local Government, the 

citizens and the state and Administrative Law 7th edition, London: Longmans, 

1965. 

E.Utrecht, Pengantar Hukum Indonesia, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1996. 

Ernst. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Bandung, 1960. 

H. A. Muin Fahmal,. Peran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam 

Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Yogyakarta, 2006. 

Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradailan Tata Usaha 

Negara, Buku I, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, 

Jakarta. 1993. 

Irawan Soedjito, Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah, 

Jakarta,1981 

Ismail Sunny, Mencari Keadilan : Sebuah Otobiografi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 

1982. 

J. Djohansyah, Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan 

Kehakiman, Kesaint Blanc, Bekasi, 2008. 

Jimly Ashiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca 

Reformasi Konprss, Jakarta. 2006 

_______, Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer, The Biography 

Institute, Jakarta, 2007 



107 
 

 
 

Lili Rasjidi dan B, Arief Sidarta, filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya, Bandung. 

1989. 

M. Solly Lubis, Hukum Tata Negara, Bandung, 2002 

Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi. 

LP3DES, Jakarta, 2007. 

Mahfud MD., “Rambu Pembatas dan Peluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi”. 

Makalah disampaikan dalam Seminar Wacana Amandemen Konstitusi, 

Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 12 Juni 2008. 

Miriam Budiarjo,Dasar-dasar Ilmu Politik,Jakarta.1988. 

N.Gary Holten and Lawson L. Lamar, The Criminal Court: Structures, Personnel 

and Processes, McGraw-Hill, Newyork. 1991 

Soejono soekanto, Sosiologi sesuatu pengantar (Jakarta : Rajawali Pers, 2017) 

Sudikno Mortokusumo dan A. Pitlo, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, Citra 

Aditya Bakti, Bandung, 1993 

Thohari, A. Ahsin, Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan, ELSAM, Jakarta, 2004 

Titik Triwulan, kontruksi hukum tata negara Indonesia pasca amandemen UUD 

1945,Jakarta kencna,2010. 

B. Peraturan Perundang-undang 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 
 
Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial 
 
Undang – Undang NO. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas 

UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 



108 
 

 
 

 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
 
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas 

UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 
 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
 
Mahkamah Konstitusi R.I. Putusan No. 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 

2006.Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi 
Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 
tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, tertanggal 8 April 2009. 

 
C. Sumber Lain 

Achmad Santosa. artikel: Menjelang Pembentukan Komisi Yudisial, dalam harian 

Kompas, 02 Maret 2005 

Bertin, “Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Perilaku Hakim di 

hubungkan dengan independensi hakim sebagai pelaku kekuasaan 

kehakiman”. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 3, Volume 1, (2013) 

Buku saku isi.indd  MENGENAL LEBIH DEKAT KOMISI YUDISIAL. 6/3/2020 

6:04:56 PM 

Luu Tie Dung, “Judicial Independence in transitional countries, paper (2003). 

Lintong O. Siahaan,” KOMISI YUDISIAL SEBAGAI LEMBAGA KONTROL 

TERHADAP 

HAKIM” Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 4, Volume 2 (2016) 

Muqoddas, Busyro. Arah kebijakan Komisi Yudisial dalam mengawal penegakan hukum di 

Indonesia, (Makalah) disampaikan dalam seminar Nasional di Pusat Penelitian 

Agama dan Perubahan Sosial Budaya Lemlit UIN SUKA YOGYAKARTA, 2006 



109 
 

 
 

Rifqi S. Assegaf, “Pengawasan Putusan dan Profesionalisme Hakim oleh Komisi 

Yudisial dan Independensi Peradilan” dalam Susi Dwi Harijanti (ed), Negara 

Hukum Yang Berkeadilan, Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum 

Universitas Padjadjaran (PSKN FH UNPAD), Bandung. 2011 

Tim Konstitusi, Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Mahkamah 

Konstitusi 

 

  

 


